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PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 
NOMOR 2 TAHUN 2008 

TENTANG 

PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN JEPARA PADA BADAN USAHA MILIK 
DAERAH KABUPATEN JEPARA DAN PT BANK JATENG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JEPARA 

Menimbang a bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan 
perekonomian aerah serta kesejateraan1 aSy@rakat diperlukan 
upaya-uparya untuk menambah dan memupuk sum1beer pend.apart.a 
daerah, antara lain dengan penyertaan modal pada Badan Usaha 
Miik Daerah (BUMD) dan PT Bank Jateng 

b. bahwa kurangnya modal BU4MD perlu diberikan Penyertaan Modal 
sehingga bisa meningkatkan kinerja dengan tujuan untuk 
meningkatkan pendapatan dan dapat meningkatkan kontribusl 
kepada Pendapatan Daerah, 

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan hurut b, perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten 
Jepara pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Jepara du T 
Bank Jateng 

Mengingat 1 Undang Undang Nomor 13 
Daerah Daerah Kabupaten 
Tengah, 

Tahu 1950 tentang Pembentukan 
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

2.Undang Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn0r 4355), 

3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tatun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara 
Repubtik Indonesia Nom&r 4389 
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5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaar 
Pengelolaan Dan Tangungijawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nome 4400 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 104, Taenbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421) 

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintatan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125,Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Norr 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tatun 2008 Nam0or 
59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), 

8. Peraturan emerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nom0or 4578) 

10.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 
tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan 
Daerah Jawa Tengah dar Perusahaan Daerah menijai Perseroan 
Terbats (PT) 

11 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 20O2 
tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit 
Kecamatan Di Provinsi Jaws Tengah (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 122) 

12.Peraturan Daer Kabupaten Daerah Tingkat ll Jepara Nomor 3 
Tahun 1993 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten 
Daerah Tingkat Il Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah 
Tingkat I Jepara Tahun 1993 Seri D Nomor 7) 

13.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2004 tentang 
perusahaan Daerah Bank Perkeditan Rakyat Jepara Artha 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2004 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4) 

14.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2004 Tentang 
Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara (Lembaran 
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5) 

15 feraturan Daerah Kabupaten Jepara Nmgr 10 Tabun 2006 tentang 
okk-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Jepare Noor 3) 

16.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2007 tentang 
Rencana embangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Kahuoaten learn tahun 2007 2012 
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Dengan Persetuiuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA 

Menetapkan 

BUPATIJEPARA 

ME MUTUSKAN 

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH 
KABUPATEN JEPARA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) 
KABUPATEN JEPARA DAN PT. BANK JATENG 

KETENTUAN UMUM 

asal f 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 

1 Daerah adalah Kabupaten Jepara 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah 

Daerah dan Dewan Perrakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas 
pernbartuan den9an p/in1sip 0ton10mi sears-I0aya dalan1 Sistern dan prinsip Negara 
Kesatuan Repubik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia tahun 1945 

3 pernerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah 

4. Bupati adalah Bupati Jepara, 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkgt DRD adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara; 
6. Perangkat Daerah adalah organisasi / lembaga pada Pemerintah Daerah yang 

bertanggung [awab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang 
terdirt dani Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembag Teknis Daerah dan Satuarn 
Polisi Pamong Praja, 

7 Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha 
Mike Daerah. yang terdini dart PD, BPR BKK, PD, BPR JEPARA ATHA, Perusahaan 
Daerah Aneka Usaha dan Perusahaan Daerah Air Mium, 

8 PT Bank dateng adalah Bank Milik Pererintah Provinsi Jawa Tengah yang sahamnya 
atar% lain dimihi/ oleh Pemerintah Kabupaten Jepara, 

9. Modal Daerah adalah Kekayan Pemerintah Daerah baik berupa uang maupun barang 
yang dapat di niai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesir-mesin, inventatis, 
surat-urat berharga, fasilitas dan hak hak lainnya 

10Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalamn menyertakan Modal Daerah 
berupa investasi permanen yang dapat diberikan untuk suatu usaha bersama dengan 
BUMD, an atau pernanfaatan Modal Daerah oleh BUMD maupun pihak ketiga untuk 
menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 
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BAB II 

TU.JUAN 

Pasal 2 

Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dan pT Bank Jateng bertujuan untuk 
meningkatkan dan memperkuat struktur modal pada BUMD dan PT Bank Jateng 
berdasark.an Corporate pg masing-masing, untuk meringkatkan pelayanan dan 
esejahteraan marsyarail.at, meningkatkan perturbuhan perekonomian daerah dan 
menambah pendapatan Daerah 

BAB IL 

JUMLAH DAN TATA CARA PENYERTAAN MODAL 

Pasal 3 

(1) Jurnlah Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD dan PT Bank Jateng sebesar 
Rp 35.000.000.000 (tiga puluh lira miliar rupiah) dengan pembagian sebagai berikut 

• PD. BR JepAra Artha sebesar Rp 10.750.000.000,- (sepuluh millar tujuh ratus 
ima puluh juta rupiah), 

b PD. ppBKK Jepara sebesar Ro. 4.550.000.000, (empat miliar lima ratus 
ima puluh juta rupiah); 

c DA Jepara sebesar Rp 9.250.000.000,- (sembilan millar dua ratus 
ima puluh juta rupiah) 

d Perusda Aneka Usaha sebegar Rp 7,450.000.000,- (tujuh miliar ernpat ratus 
lira puluh juta rupiah), 

• pr Bank Jateng sebesar Ro 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) 

(2) Jumlah peryertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipenuhi 
selama (lima) tahun, yang besarannya ditetapkan dalamn Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah 

Pasal 4 

Proses tindak lanjut penyertaan modal Daerah kepada BuMD dan T Bank Jateng 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diaksanakan oleh Bupati sesuai dengan prosedur 
dan peraturan perundangundangan yang berlaku 

BAB IN 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 
Hal hal yang beturn diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenal 
pelaksanaannya akan diatur lebih laniut oleh Bupati 
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Pasal 6 
Peraturan Daerah ini mulal berlaku pada tang9al iundangkan 

Agar setiap orang mengetahuirya, memerintahkan pengundangan eraturan Daerah ini 
dengan penempstanrya dalarm Lembaran Daerah Kabupaten Jepara 

Ditetapkan di Jepara 
pada tanggal 22 ub 2008 

HENDRO MARTO.JO 

Diundangkan di Jepars 
pada tanggal z2 Jute 2008 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA 
Pemurria sire 

LEM BARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2008 NOMORR 2 
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PENJELASAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 
NOMOR D. ... TAHUN 20O8 

TENTANG 

PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN JEPARA PADA BADAN USAHA MILK 
DAERAH KABUPATEN JEPARA DAN PT BANK JATENG 

pENJELASAN UMUM 

Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dan PT Bank Jateng bertujuan untuk 
meningkatkan dan memperkuat struktur modal pada BUMD da pT pak Jateng 
berdasarkan Coorporate Plan masing-masing, untuk meningkatkan pelayanan dan 
kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan perekonomian Hal tersebut 
elaras dengan ketentuan Pasal 71 peraturan Menteri Dalamn Negeri Namor 13 
Tahun 200 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan 
bawa Pererintah derah dapat melakukan Investasi berupa erjasama den1gal0 
pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset daerah, penyertaan 
modal daerah pada Badan Usaha Milk Daerah (BUMD) dan/atau badan usaha 
lainnya dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna peningkatan 
pelaryanan kepada masyarakat 

Pelaksanaan investasi Pererintah Daerah tersebut dapat dianggarkan 
apabila jurmlah yang disertakan dalam tahun anggaran yang berkenaan telah 
ditetapkan dalam eraturan Daerah tentang penyertaan modal 

Sehubungan dengan adanya rencane Peyertaan Modal Daerah kepada 
Badan Usaha Milik Daerah dan PT Bank Jateng sebagaimana telah ditetapkan 
dalarn Renana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka perlu menetapkan 
renoana Penyertaan modal daerah tersebut dalam Peraturan Daerah 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 
Pasal 

Cukup jelas 

Pasal 2 
Cukup jelas 

Pasal 3 
Cukup jelas 

Pasal 4 
Cutup Jelas 

Pasal 5 
Cukup Jelas 

Pasal 6 
Cukup jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 1 


